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Asas parate eksekusi adalah satu di antara asas-asas dari hak tanggungan dalam
Hukum Jaminan Indonesia. Pelaksanaan dari asas ini menimbulkan permasalahan
tertentu. Permasalahan utama yang timbul adalah mengena ketidakpastian
pelaksanaan parate eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bends-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah. Secara umum diketahui bahwa eksekusi berdasarkan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah banyak
mengecewakan para kreditor untuk mengeksekus berdasarkan parate eksekusi
karena para hakim lebih mengutamakan kepada eksekusi berdasarkan titel
eksekutoria untuk berlaku. Asas parate eksekus berhubungan erat dengan suatu
janji eksekutoria yang terdapat di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tesis
ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelusuran
literatur, serta wawancara dengan sumber Tumpal Naibaho sebagai Kepala Unit
Lega Kredit pada PT. Bank OCBC NISP, Jakarta, kemudian data yang diperoleh
dianalisis secara kualitatif. Mengacu kepada Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Y ang
Berkaitan Dengan Tanah, yang mengatur tentang kewenangan menjual atas
kekuasaan sendiri, maka hal ini menarik untuk dicermati. Terlebih, blanko Akta
Pemberian Hak Tanggungan masih tetap menggunakan rumusan dari peraturan
perundang-undangan yang lama daripada menggunakan rumusan dari Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Y ang Berkaitan Dengan Tanah. Berdasarkan hasil analisis terhadap
janji eksekutorial dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan diketahui bahwa 1)
perlu untuk mengubah rumusan janji eksekutorial di dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bends-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah dan 2) perubahan dimaksud tersedia dalam tesisini.
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The parate executie principle is one among other principle of encumbrance right
in Mortgage Law of Indonesia. Any performance of this principle conduct
matters. The first prior matter are about the inconsistency in executing parate
executie compare to Law No. 4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related-
Objects. It is generally recognized that an execution based on Article 6 of Law
No.4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related-Objects has many times fails
the creditors to execute under parate executie in which the Judges prefer the
executorial titel into performance. Furthermore parate executie principleis closely
related with a kind of executorial promises filled in the Deed of Grant of
Encumbrance Right (APHT). This thesis is based on normative and literature
research methods and an exclusive interview with Mr. Tumpal Naibaho as a Head
Unit of Lega Credit of PT. Bank OCBC NISP, Jakarta as well as data obtained
were analyzed qualitatively. Refers to Article 6 of Law No.4 of 1996 on Mortgage
and Their Land-Related-Objects, which governs the authority to sell on his own
power, then it is interesting indeed to be observe. Moreover, the blank deed of the
Deed of Grant of Encumbrance Right (APHT) is still using the late regulation in it
is format prior to the Law No.4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related-
Objects. Based on an analysis of executoria promises in the Deed of Grant of
Encumbrance Right (APHT) is known that 1) it is neccesary to change the format
of executoria promises in the Deed of Grant of Encumbrance Right (APHT)
refering the Law No.4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related-Objects and
2) theimprovementsis available herein.
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